BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisa berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam bab 111 yang berisi
pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Prosedur Penyeselesaian Sengketa Di BPSK Kota Padang telah dilaksanakan engan
tahapan yang mudah,praktis dan sederhana , yakni dimulai dari adanya pengaduan yang
dilakukan oleh pihak , yang\ dirugikan, diikuty ‘dengan adanya permohonan untuk
menyelesaikan sengketa, BPSK membentuk Majelis Hakim, melakukan pemanggilan
para pihak oleh Ketua dan Majelis Hakimdan melakukan kesepakatan tentang proses
penyelesaian yang dipilih yang diikuti dengan panggilan terhadap para pihak termasuk
didalamnya menyarankan upaya damai, apabila upaya damai tidak disepakati maka
Majelis Hakim melaksanakan persidangan secara Arbitrase sesuai kesepakatan yang telah
disetujui oleh para pihak danterakhir mengeluarkan Putusan unutuk menyelesaikan

perkara Pembiayaan Konsumen ini.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan azas dan
ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya. Hal ini terlihat pada putusan BPSK
terhadap sengketa konsumen Nomor: 019/P3K/I11/2015, dimana putusan Majelis Hakim
berpedoman kepada alat ‘bukti yang sah baik secara faktual maupun secara formal dan
disertai dengan alasan-alasan yang jelas dari hakim, sehingga putusan dapat diterima dan
dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

3. Pelaksanaan putusan Majelis Hakim telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan
begitu konsisten dan bertanggung jawabnya para pihak dalam melaksanakan putusan
tersebut, khususnya terhadap perkara Nomor:019/P3K/II1/2015 dan putusan

Nomor:14/TS/BPSK-PDG/ARBT/IV/2015, pihak tergugat dengan itikad baik telah



menyerahkan BPKB kepada pihak penggugat sesuai dengan hak dan kepemilikannya
secara hukum demikian juga dengan pihak penggugat sesuai dengan putusan telah
melakukan pembayaran atas keterlambatan kepada pihak tergugat (PT. MPM. Finance)
dengan demikian putusan Majelis Hakim ini telah memberikan nilai-nilai kepastian dan
keadilan dengan memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan kapasitas para pihak yang
bersengketa.

B. SARAN

1. Sebagai perusahaan Ler’nb'aga‘ Pefnbiayaain seharusnya' PT.MPM Finance Padang tidak
melanggar perjanjian yang telah disepakati diantara para pihak, yang mana akibat
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan jasa
PT.MPM Finance Padang.

2. Agar tidak terjadi penyelesaian sengketa yang berbelit-belit, seharusnya para pihak
berkomitmen untuk saling bertikad baik dalam melaksanakan upaya penyelesaian
sengketa yang dilakukan secara non litigasi.

3. Untuk peningkatan kinerja dan agar BPSK Kota Padang tetap sebagai BPSK Rujukan
Nasional, berharap untuk tahun 2016 adanya :
a. Peningkatan- Kualitas dari - Majelis * Hakim .dan  Sekretariat dengan memberikan
kesempatan mengikuti Pelatihan dan Training sesuai dengan bidangnya.

b. Melengkapi sarana kantor dan peralatan administrasi kantor lainnya.



